













Pembentukan komite audit memegang peranan yang sangat penting 
dalam implementasi Corporate Governance. Tugas utama komite audit 
yaitu pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan 
dan pengendalian internal dan diharapkan dapat menjawab kekhawatiran 
akan pengawasan dan tata kelola yang baik bagi perusahaan di 
Indonesia. Efektifitas kinerja komite audit berhubungan dengan 
karakteristik anggota komite audit seperti antara lain yaitu, kompetensi, 
independensi, ukuran dan aktivitas komite audit. 
Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami 
oleh suatu perusahaan yang muncul sebelum terjadinya kebangkrutan 
atau likuidasi. Penyebab terjadinya financial distress antara lain kebijakan 
pemerintah yang merugikan perusahaan atau faktor eksternal yang tidak 
dapat dikendalikan perusahaan dan faktor internal perusahaan seperti 
tidak efisiennya manajemen perusahaan dan terjadinya kecurangan-
kecurangan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. 
Komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah 
perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, hal ini disebabkan 
kualitas laporan keuangan secara positif terkait dengan adanya anggota 
komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan 
keuangan dan keberadaan anggota komite audit yang berasal dari pihak 
luar akan meningkatkan independensi komite audit dan mengoptimalkan 
kinerja komite audit serta tingkat objektivitasnya terhadap manajemen 
perusahaan sehingga hal ini pada akhirnya akan melindungi perusahaan 
dari masalah financial distress. 
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PENDAHULUAN 
Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bursa Efek 
Indonesia  mengeluarkan peraturan tentang pembentukan dewan komisaris dan 
komite audit. Komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam 
pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh 
manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas 
laba yang merupakan salah satu informasi penting untuk publik dan dapat 
digunakan investor untuk menilai apakah perusahaan mengalami kesulitan 
keuangan atau tidak. 
Salah satu penyebab timbulnya kesulitan keuangan adalah buruknya 
pelaksanaan tata kelola perusahaan (corporate governance), karena hal ini akan  





tersebut. Kesulitan keuangan terjadi karena serangkaian kesalahan, 
pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan tidak adanya atau kurangnya 
upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai 
keperluan (Brigham dan Daves, 2003).   
Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami 
oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun 
likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai antara lain dengan adanya 
penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan 
pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi financial distress ini diketahui, 
diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut 
sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap yang lebih berat seperti 
kebangkrutan ataupun likuidasi (Platt dan Platt, 2002). 
Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit 
merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam 
melakukan pengendalian internal. Bapepam melalui surat edaran No.SE-
03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite 
audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk 
membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang 
independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi 
penyimpangan pengelolaan perusahaan.  
Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah 
akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, 
serta auditor independen (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002). 
Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan 
pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan 
pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses 
pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen 
atas proses pelaksanaan corporate governance. Mekanisme corporate 
governance yang baik penting dalam meningkatkan kinerja keuangan 
perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan. 
Keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai keragaman sumber daya anggota 
komite audit. Keragaman tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti 
ukuran komite audit, independensi, aktivitas dari komite audit dan kompetensi 
yang dimiliki oleh anggota komite audit. Adanya berbagai perbedaan karakteristik 
dalam komite audit merupakan suatu keunggulan kompetitif yang dipandang 
mampu menghasilkan strategi perusahaan yang lebih baik. 
Ukuran komite audit terkait dengan jumlah komite audit yang 
mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen. Penetapan jumlah 
anggota komite audit menyiratkan bahwa ukuran komite audit merupakan atribut 
yang tidak terpisahkan dalam mengontrol proses akuntansi. Inaam et al. (2012) 
menyatakan bahwa tujuan dalam menentukan ukuran komite audit yang optimal 
adalah memiliki komite audit yang cukup kecil untuk dikelola tapi cukup besar 
untuk secara efektif memantau. Anderson et al. (2004) menyimpulkan bahwa 
perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih besar mampu mengawasi 
pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Melalui pernyataan 
tersebut dapat diasumsikan jika semakin besar ukuran komite audit maka 
diharapkan mampu menunjukkan transparansi akuntansi yang lebih besar. 
Independensi komite audit terkait dengan keterlibatan anggota komite 
audit dengan aktivitas perusahaan. Untuk menjaga independensi komite audit, 





dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-
kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar perusahaan. Klein 
(2006) menyatakan ada hubungan positif antara independensi komite audit dan 
integritas pelaporan keuangan. Pernyataan ini kemudian mendukung pernyataan 
Garven (2009) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki peranan penting 
dalam menghambat earnings management. 
Aktivitas komite audit berkaitan dengan frekuensi pertemuan formal 
anggota komite audit dalam setahun serta komitmen waktu yang dimiliki oleh 
anggota komite audit. Dalam rapatnya, komite audit dapat meninjau akurasi 
pelaporan keuangan atau mendiskusikan isu-isu signifikan yang telah 
dikomunikasikan dengan pihak manajemen. DeZoort et al. (2002)  menyatakan 
bahwa frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan dengan penurunan insiden 
masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal. Oleh 
karena itu rapat komite audit menjadi penting dalam menjalankan fungsi, tugas 
dan tanggung jawabnya. Sedangkan komitmen waktu berkaitan dengan jumlah 
waktu yang dimiliki oleh komite audit untuk melakukan tugasnya sebagai komite 
audit . Semakin tinggi komitmen waktu yang dimiliki oleh komite audit 
menyebabkan kinerja komite audit semakin efektif. Namun apabila komite audit 
memiliki posisi penting di banyak perusahaan pada saat yang bersamaan, maka 
kinerja komite audit akan menurun karena terbatasnya waktu yang dimiliki untuk 
melaksanakan proses pengawasan. 
Kompetensi komite audit berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki di 
bidang audit, akuntansi, dan keuangan serta pengalaman dalam praktek 
peraturan dan perundang-undangan corporate governance dalam proses bisnis 
industri terkait. Dhaliwal et al. (2007) menyatakan bahwa kompetensi yang 
dimiliki anggota komite audit akan berdampak positif pada kualitas akrual, 
keahlian khusus yang dimiliki oleh anggota komite audit akan membuat mereka 
lebih efektif dalam melaksanakan tanggungjawab utama komite audit dan 
memastikan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Diharapkan 
penerapan karakteristik komite audit yang tepat akan memiliki hubungan negatif 







Financial distress (kesulitan keuangan) didefinisikan sebagai keadaan 
dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ross et al., (2006) 
menyatakan bahwa financial distress merupakan suatu keadaan dimana arus 
kas hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban 
perusahaan. Selain itu, Platt dan Platt (2002) mendefinisikan financial distress 
sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 
kebangkrutan ataupun likuidasi (Almilia, 2006). Wardhani (2006) mengatakan 
bahwa perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan sebagai perusahan 
yang memiliki interest coverage ratio (rasio antara laba operasional terhadap 
biaya bunga) kurang dari satu. Kurniasari (2009) mengkategorikan perusahaan 
dengan financial distress bila selama dua tuhun berturut-turut mengalami laba 
bersih negatif. Brigham dan Ehrhardt (2008) membagi beberapa definisi kesulitan 
keuangan sesuai tipenya yaitu : 
1) Economic failure, adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak 
dapat menutupi total biaya, termasuk cost of capital-nya. 
2) Business failure, didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi 
dengan akibat kerugian kepada kreditur. 
3) Technical insolvency, sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan 
technical insolvency  jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika 
jatuh tempo. Technical insolvency  adalah gejala awal kegagalan 
ekonomi yang menjadi perhentian pertama menuju financial distress. 
4) Insolvency in bankruptcy, sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan 
insolvency in bankruptcy jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar 
aset.Kondisi ini lebih serius daripada technical insolvency karena pada 
umumnya ini adalah tanda economic failure dan bahkan mengarah 
kepada likuidasi bisnis. 
5) Legal bankruptcy, perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika 
telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang. 
 
Dampak Financial Distress 
Perusahaan yang mengalami financial distress akan mengalami 
kegagalan membayar utang atau terdapat indikasi kegagalan membayar utang 
(debt default). Hal ini yang kemudian dapat mendorong dilakukannya negosiasi 
ulang dengan kreditur atau institusi keuangan lainnya. Fachrudin (2008) 
menyatakan bahwa kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat hutang 
yang lebih tinggi adalah peningkatan risiko kesulitan keuangan, dan akhirnya 
likuidasi. Hal ini mungkin mempunyai pengaruh yang merugikan pemilik ekuitas 
dan hutang. Siahaan (2010) menyatakan bahwa dampak dari financial distress 
antara lain,  
(1) risiko yang timbul atas biaya dari financial distress dan berdampak negatif 
bagi perusahaan sebagai pengganti kerugian pajak seiring dengan 
kenaikan hutang perusahaan, 
(2) hubungan terhadap konsumen, pemasok, karyawan, dan kreditor menjadi 
rusak karena mereka meragukan eksistensi perusahaan, sehingga 
manajemen akan lebih fokus pada aliran kas jangka pendek 
dibandingkan kesejahteraan pemegang saham jangka panjang dan biaya 
tidak langsung yang berhubungan dengan kesulitan keuangan dapat 





seperti fee akuntan atau tenaga profesional lain untuk pemulihan 
keuangan perusahaan. 
 
Penyebab Financial Distress 
Faktor-faktor penyebab kebangkrutan secara garis besar ada tiga 
(Jauch and Glueck,1995), yaitu :  
1. Faktor Umum  
a. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala 
inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, 
suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya 
dengan perdagangan luar negeri. 
b. Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan. Suatu 
perusahaan cenderung beradaptasi dengan perubahan gaya hidup 
masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan 
jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. 
Faktor sosial lain yang juga berpengaruh yaitu kerusuhan dan 
kekacauan yang terjadi di masyarakat. 
c. Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang 
ditanggung oleh perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan 
dan implementasi.Pembengkakan biaya terjadi jika penggunaan teknologi 
informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistem yang 
tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional. 
d. Kebijakan pemerintah pada pencabutan subsidi pada perusahaan dan 
industri, pengenaan tarif impor dan ekspor barang yang berubah, 
penetapan kebijakan undang-undang baru bagi sektor perbankan atau 
tenaga kerja dan lain-lain. 
 
2. Faktor Eksternal Perusahaan  
a. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena 
berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk 
menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan 
menghindari menurunnya hasil penjualan sehingga akan 
menurunkan pendapatan yang diperoleh dan mencegah konsumen 
berpaling ke pesaing. 
b. Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena 
kekuatan pemasok untuk menaikan harga dan mengurangi keuntungan 
pembelinya tergantung pada seberapa jauh pemasok ini berhubungan 
dengan perdagangan bebas. 
c. Perusahaan juga jangan sampai melupakan pesaing, karena jika produk 
pesaing lebih diterima masyarakat maka produk tersebut akan kehilangan 
konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima.  
 
3. Faktor Internal Perusahaan  
Faktor internal ini biasanya merupakan hasil keputusan dan kebijakan 
yang tidak tepat di masa lalu serta kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu 
pada saat yang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan 
secara internal, yaitu : 
a. Kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan terlalu besar  
Kebangkrutan suatu perusahaan bisa terjadi karena terlalu besarnya jumlah 





akhirnya tidak bisa dibayar oleh para debitur tepat pada waktu yang telah 
ditentukan. 
b. Manajemen tidak efisien  
Banyak perusahaan yang gagal untuk mencapai tujuannya karena kurang 
adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap adaptatif dan inisiatif 
dari pihak manajemen. Ketidakefisienan manajemen tercermin pada tidak 
mampunya manajemen menghadapi situasi yang terjadi, diantaranya : 
1) Hasil penjualan tidak memadai  
Turunnya hasil penjualan biasanya sebagai akibat dari rendahnya mutu 
barang yang dijual dan pelayanannya, kegiatan promosi yang kurang  
terarah di daerah pemasaran yang kurang menguntungkan, dan 
organisasi bagian penjualan yang kurang kompeten. 
2) Kesalahan penetapan harga jual  
Kesalahan dalam menentukan harga jual barang atau jasa, terjadi apabila 
tenyata harga jual terlalu rendah dalam hubungannya dengan harga 
pokok produksi atau pengadaan jasa, akibatnya perusahaan menderita 
kerugian. 
3) Pengelolaan hutang piutang kurang memadai  
Betapapun besarnya volume penjualan dan tingginya harga jual, kalau 
piutang yang ditimbulkan tidak bisa direalisasi, tentu bukanlah laba yang 
dinikmati melainkan kerugianlah yang akan diperoleh perusahaan. 
4) Struktur biaya  
Pengaruh kebijakan-kebijakan terhadap biaya dalam perusahaan sangat 
besar dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengadakan 
penyesuaian. Hal ini menimbulkan kerugian pada perusahaan mengenai 
kelangsungan kegiatan perusahaan terutama hal-hal yang menyangkut 
biaya-biaya tetap. 
5) Tingkat investasi dalam persediaan dan aktiva tetap yang melampaui 
batas dalam rangka ekspansi, perusahaan memerlukan investasi yang 
cukup besar dalam bentuk aktiva. Investasi dalam persediaan yang 
terlalu besar, mengakibatkan timbulnya biaya-biaya ekstra, sehingga 
berakibat kenaikan biaya yang harus dibebankan pada penghasilan. 
6) Kekurangan modal kerja dapat menyebabkan antara lain:  
a) Hutang lancar berlebih jumlahnya  
b) Kegiatan ekspansi kurang persiapan  
c) Kegagalan dalam mendapatkan kredit dari bank  
d) Kebijakan pembagian deviden yang kurang tepat  
7)  Ketidakseimbangan dalam struktur permodalan  
Kebijakan trading on equity mempertaruhkan para pemilik kepada risiko 
kerugian, tidak hanya berasal dari kegiatan operasional tetapi juga 
keharusan untuk menanggung biaya finansial yang tidak cukup ditutup 
dengan laba. 
8) Sistem dan prosedur akuntansi yang kurang memadai  
Kebangkrutan suatu perusahaan bisa merupakan akibat dari sistem dan 
prosedur akuntansi yang tidak mampu menghasilkan informasi untuk 
dapat mengidentifikasi aspek dimana usaha preventif harus dilakukan. 
c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan yang berhubungan 









Komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam 
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) adalah 
sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk 
mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau 
sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab 
untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari 
manajemen. 
Komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan 
internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan checks and balances yang 
berfungsi untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para 
pemegang saham dan stakeholder lainnya (IKAI). 
 
Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit 
Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor 
proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas 
laporan keuangan, selain itu Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI , 
2002) mempublikasikan bahwa komite audit berperan dalam memberikan suatu 
pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, 
sistem pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai 
tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung 
jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. 
Peran dan tanggung jawab komite audit secara spesifik akan 
bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan dimana mereka berada, namun 
secara umum dapat dikelompokkan menjadi : 
1. PelaporanKeuangan (Financial Reporting)  yang mencakup : 
a) Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan 
penekanan pada kepatuhan terhadap standard and policy akuntansi yang 
berlaku. 
b) Melakukan review atas laporan keuangan terhadap standard and policy 
serta konsistensi terhadap informasi yang diketahui oleh anggota komite 
audit. 
c) Melakukan pengawasan audit eksternal dan melakukan assessment 
mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan dan kepantasan fee yang 
dibebankan oleh auditor eksternal. 
2. Manajemen Pengendalian dan Risiko (Risk and Control Management) yang 
mencakup : 
a. Melakukan pengawasan proses manajemen risiko dan pengendalian 
termasuk pengidentifikasian dari risiko dan evaluasi dari pengendalian 
yang dapat memperkecil baik kemungkinan terjadinya maupun dampak 
dari risiko tersebut. 
b. Melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit 
eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua risiko utama dan 
bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan oleh para auditor. 
c. Meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko 
sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, internal dan eksternal. 
3. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) yang mencakup : 
a. Pengawasan terhadap proses corporate governance  di perusahaan. 
b. Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang 
kondusif bagi tercapainya good corporate governance. 





d. Memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja 
keuangan maupun non-keuangan perusahaan. 
e. Memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun 
peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan. 
f. Meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam 
bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktek corporate 
governance di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat 
penyimpangan yang serius 
Selain hal tersebut diatas, komite audit juga bertanggung jawab kepada 
dewan komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib 
membuat laporan kepada dewan komisaris. Karena begitu kompleksnya peran 
dan tanggung jawab komite audit, untuk itu FCGI (2002) memberikan saran 
bahwa komite audit harus memiliki suatu charter atau terms of reference yang 
secara jelas dalam mendefinisikan peran dan tanggung jawab komite audit serta 
kerangka kerja fungsional mereka. 
Audit committee charter atau piagam komite audit merupakan dokumen 
formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam 
usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam 
komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit 
disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan 
tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam 
melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana 
komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap 
efektivitas corporate governance, pengendalian internal, risk assessment, dan 
pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002).  
FCGI (2002)  membagi dan mengelompokkan elemen-elemen umum 
dan dasar yang harus ada dalam charter komite audit menjadi tujuh elemen 
berikut : 
1. Tujuan umum dan otoritas komite audit (Overall objectives and authority). 
2. Peran dan tanggung jawab komite audit (Rules and responsibility). 
3. Struktur komite audit (Structure) 
4. Syarat-syarat keanggotaan (Membership requirements). 
5. Rapat-rapat komite audit (Meetings). 
6. Pelaporan komite audit (Reporting). 
7. Kinerja komite audit (Performance) 
 
Komite Audit yang Efektif 
Kalbers dan Fogaty (1993) telah melakukan penelitian tentang factor-
faktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit. Hasil penelitiannya 
mengungkapkan bahwa ada tiga factor yang dominan yang berpengaruh 
terhadap keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, yaitu (1) 
kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit, (2) kerjasama manajemen, 
dan (3) kualitas (kompetensi) personil dari komite audit. 
Salah satu aspek yang cukup penting dalam keberhasilan komite audit 
dalam menjalankan tugasnya adalah masalah komunikasi. Oleh karena itu, 
komite audit harus meningkatkan komunikasi dengan dewan komisaris, 
manajemen perusahaan,  internal auditor dan eksternal auditor. Adanya 
komunikasi yang lancer antara komite audit dengan berbagai pihak tersebut 
dapat menunjukkan eksistensi komite audit lebih efektif dan dapat meringankan 





Komite audit yang efektif, selain itu juga  bekerja sebagai suatu alat 
untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas 
dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk: 
1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan 
atas nama dewan komisaris. 
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan 
penyelewengan-penyelewengan. 
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian 
independensi dan memainkan suatu peranan yang positif. 
4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di 
mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat 
dikemukakan. 
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran 
komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan 
efektif. 
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya 
dari manajemen. 
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas 
laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal 
yang lebih baik. 
Dezoort et al. (2002) berpendapat bahwa komite audit yang efektif 
ditentukan dua hal, yaitu sisi input merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan 
dan jumlah sumber daya, serta dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja 
yang tinggi. Dari input dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja 
efektif sehingga mampu menghasilkan output berupa laporan keuangan, 
pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.  
 
Pertemuan Komite Audit 
Komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik 
dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. 
Menurut FCGI (2002) komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan 
tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan 
tanggungjawabnya. Pertemuan tersebut diselenggarakan, (1) sebelum 
dilakukannya audit tahunan; (2) sesudah pelaksanaan audit dan sebelum laporan 
keuangan dikeluarkan; dan (3) sebelum rapat umum pemegang saham tahunan. 
Selain pertemuan yang bersifat formal tersebut, komite audit harus secara 
regular berkomunikasi dengan manajemen, akuntan publik serta internal auditor. 
Selain pertemuan tersebut diatas, harus diselenggarakan pertemuan yang 
menyertakan manajemen, akuntan (internal dan eksternal) yang mencakup 
agenda : 
1. Review atau rekomendasi persetujuan atas laporan keuangan tahunan. 
2. Review luas pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik. 
3. Review dan menyetujui rencana pemeriksaan internal. 
4. Review laporan struktur pengendalian internal perusahaan. 
5. Evaluasi kinerja akuntan publik dan menentukan nominasi calon akuntan 
publik tahun mendatang. 
6. Review berbagai standar atau aturan baru yang dikeluarkan oleh berbagai 
badan yang berwenang. 
Hasil rapat ini kemudian akan ditulis dalam risalah rapat yang 
ditandatangani oleh semua anggota komite audit untuk dilaporkan kepada dewan 





mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya 
kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. 
Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal 
anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate governance, 
memastikan bahwa manajemen senior membudayakan corporate governance, 
memonitor bahwa perusahaan patuh pada code of conduct, mengerti semua 
pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-
keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-
undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal 
melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance dan temuan 
lainnya. 
 
Independensi Komite Audit  
Faktor penting yang memungkinkan komite audit menjalankan fungsi 
pengawasan atas laporan keuangan dengan efektif adalah apabila komite audit 
bersifat independen. Komite audit yang independen harus terdiri dari individu-
individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari 
manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk 
melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa 
alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta 
pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang 
diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil 
dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 
2002). 
Oleh karena keberadaan sebuah komite audit yang independen menjadi 
mutlak agar kepentingan stakeholder, selain dari kepentingan pemegang saham 
mayoritas terlindungi. Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak 
ekstern perusahaan yang independen. Hudayati (2000), perusahaan yang 
proporsi independent director-nya lebih tinggi memiliki ROI yang tinggi. Lu, et. al. 
(1992) menemukan bahwa kemakmuran pemegang saham meningkat jika 
komite audit didominasi oleh pihak luar. Selain itu Anderson et al, (2003) juga 
menemukan bahwa independensi dari komite audit berpengaruh posituf dan 
signifikan pada keandalan laporan keuangan yang diukur dengan earnings 
response coefficient.  
 
Kompetensi Komite Audit 
Tugas komite audit pada umumnya lebih banyak berhubungan dengan 
proses penyusunan laporan keuangan dan audit. Oleh karena itu, sangat 
dibutuhkan orang yang memiliki pengalaman ataupun latar belakang akuntansi 
dan keuangan. 
Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai 
pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku 
dalam perusahaan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan 
pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang 
memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan 
baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa 
laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan 
yang dimiliki anggota komite. 
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latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta memiliki pengetahuan 
yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. 
New York Stock Exchange (NYSE) dalam standarnya mensyaratkan 
semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-
kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau 
keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan lebih 
memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen, 
mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat (Madura, 2004: 63). 
 
Beberapa Penelitian Tentang Komite Audit 
Wardhani (2006) melakukan penelitian mengenai mekanisme corporate 
governance terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan 
(financially distressed firms). Variabel dalam penelitian ini adalah financial 
distress, ukuran dewan direksi dan dewan komisaris, independensi dewan 
komisaris, turn over direksi dan struktur kepemilikan. Definisi perusahaan yang 
berada dalam kesulitan keuangan adalah perusahaan yang memiliki interest 
coverage ratio kurang dari satu dengan menggunakan sampel perusahaan 
sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2004. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur, turn over direksi memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap financial distress sedangkan independensi 
dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
financial distress. 
Rahmat et al. (2009) yang meneliti hubungan karakteristik komite audit 
dengan financial distressed. Karakteristik komite audit yang digunakan yaitu 
ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan dan keahlian 
keuangan. Sampel terdiri dari 73 sampel perusahaan distressed (PN4) dan 73 
perusahaan non-distressed (non-P4) yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan kesulitan keuangan secara signifikan 
berhubungan dengan keahlian anggota komite audit di bidang keuangan 
sedangkan tiga karakteristik komite audit lainnya tidak memiliki hubungan yang 
signifikan terhadap financial distress. 
Putri (2011) meneliti pengaruh antara karakteristik komite audit 
terhadap manajemen laba pada perusahaan sektormanufaktur  yang terdafatar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Penelitian tersebut menggunakan 
variabel dependen kualitas laba sedangkan variabel independen yang digunakan 
yaitu independensi, ukuran, financial expertise dan jumlah pertemuan komite 
audit. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran komite audit mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan karakteristik 
komite audit yang lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
manajemen laba. 
Deviacita (2012) menganalisis pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap financial distress. Mekanisme corporate governance dalam 
penelitian ini antara lain adalah struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, 
dewan komisaris independen, aktivitas dewan komisaris dan keahlian komite 
audit. Kriteria financial distress dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
Z-score pada model prediksi kesulitan keuangan Altman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh dewan direksi, kepemilikan saham 
oleh institusi, dan keahlian komite audit berpengaruh negative terhadap financial 
distress, sedangkan penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh 
ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan aktivitas dewan 





 Setiawati (2013) menganalisis pengaruh karakteristik komite audit 
terhadap financial distress (studi kasus pada emiten BEI sector perdagangan, 
jasa dan investasi). Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian 
tersebut adalah ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, 
independensi komite audit, kompetensi komite audit dan komitmen waktu komite 
audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi komite audit 
berpengaruh negative secara signifikan terhadap kesulitan keuangan prusahaan. 
 
Hubungan antara Komite Audit Dengan Financial Distress 
Forum for corporate governance  di Indonesia mewajibkan komite audit 
untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. 
Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik 
oleh ketua komite audit. 
Putri (2011) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki komite 
audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang kecil akan cenderung 
menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. Komite audit yang 
menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan 
mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif 
(Rahmat et al., 2009). Dengan perkataan lain, semakin besar ukuran komite 
audit maka akan semakin meminimalisasi terjadinya earning management. 
Pertemuan secara rutin dan terkendali akan membantu komite audit dalam 
sistem pengendalian internal dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan 
dalam pembuatan keputuasan oleh pihak manajemen. 
Peraturan BEI dan pedoman corporate governance menyatakan bahwa 
komite audit terdiri dari kurang lebih tiga anggota yang mayoritas independen, 
yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-
kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota 
komite audit disyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan harus terdiri dari 
individu-individu yang independen yang tidak terlibat dengan tugas manajemen 
dalam mengelola perusahaan, serta memiliki fungsi monitoring yang efektif. 
Felo et al. (2003) menyatakan bahwa komite audit yang terdiri dari 
komisaris independen dan memiliki setidaknya satu anggota dengan keahlian 
akuntansi akan melakukan mekanisme pegawasan yang lebih tinggi seperti 
pertemuan dengan chief internal auditor, mereview hasil audit  internal serta 
meninjau interaksi antara manajemen dan auditor internal. Klein (2006), dan 
Garven (2009) menunjukkan bahwa independensi komite audit mengurangi 
kemungkinan penyajian kembali pelaporan keuangan dan kecurangan pelaporan 
keuangan. 
Keberadaan anggota komite audit yang berasal dari pihak luar sebagai 
mayoritas akan meningkatkan independensi komite audit dan mengoptimalkan 
reputasi komite audit melalui opini yang independen, objektif dan mampu 
memberi kritik dalam keterkaitannya dengan kebijakan yang dilakukan oleh 
manajemen (Rahmat, et al., 2009).’ 
Komite audit yang memiliki anggota dengan kompetensi di bidang 
akuntansi dan keuangan diharapkan akan lebih efektif. Hal ini disebabkan karena 
anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan akan lebih 
mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak 
manajemen. 
Latar belakang pendidikan anggota komite audit menjadi hal yang 
penting untuk diperhatikan untuk memastikan bahwa komite audit dapat 





diungkapkan oleh FCGI.Selain itu, beberapa pelacakan fraud tertentu tergantung 
pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit. 
McMullen dan Raghunandan (1996) membuktikan bahwa komite audit 
dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang 
mengalami kesulitan keuangan dan kehadiran seorang ahli akuntansi atau 
keuangan dalam komite audit berhubungan dengan tingkat kesalahan pelaporan 
keuangan yang lebih sedikit. Felo et al. (2003) juga menyatakan bahwa kualitas 
laporan keuangan secara positif terkait dengan adanya anggota komite audit 
yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan. 
Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit berperan 
untuk melakukan pengawasan proses penyusunan laporan keuangan 
perusahaan. Oleh karena itu, komite audit diharapkan memiliki komitmen waktu 
yang tinggi sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. 
Komitmen waktu menunjukkan jumlah waktu yang dimiliki oleh komite audit untuk 
melakukan tugasnya sebagai komite audit. Semakin tinggi komitmen waktu yang 
dimiliki oleh komite audit menyebabkan kinerja komite audit semakin efektif. 
Namun apabila anggota komite audit memiliki posisi penting di banyak 
perusahaan pada saat yang bersamaan, maka kinerja komite audit akan 
menurun karena sangat terbatasnya waktu yang dimiliki untuk melaksanakan 
proses pengawasan. 
Efektivitas komite audit akan menurun ketika anggotanya bekerja di 
banyak perusahaan. Pengalaman bekerja pada perusahaan lain awalnya dapat 
meningkatkan efektivitas anggota komite audit, namun keadaan tersebut secara 
cepat berbalik ketika anggota komite audit bekerja di banyak perusahaan lain 
Ukuran komite audit mampu menunjang efektivitas kinerja dari komite 
audit suatu perusahaan. Komite audit yang lebih besar memiliki kemampuan 
untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dalam proses pelaporan 
keuangan serta mampu meningkatkan kualitas diskusi antar anggota komite 
audit (DeZoort dan Salterio, 2001).  
Keberadaan komite audit dapat memantau perilaku manajemen dalam 
kaitannya dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga dapat 
mengoptimalkan kinerja manajemen dan direksi. Di Indonesia, penentuan 
komposisi dan jumlah anggota komite audit mengacu pada keputusan ketua 
Bapepam No.KEP-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja komite audit yang menyebutkan bahwa jumlah anggota 
komite audit minimal 3 orang yang seluruhnya merupakan anggota independen 
yang terdiri atas satu orang komisaris independen dan dua orang anggota yang 
berasala dari luar emiten. Proses penunjukan anggota komite audit masih belum 
jelas dan terbuka sehingga tingkat independensi komite audit masih patut 
diragukan. Kemudian adanya ketentuan anggota komite audit kemungkinan 
menyebabkan keberadaan anggota komite audit pada perusahaan di Indonesia 
hanya sekedar memenuhi ketentuan regulasi dan menghindari sanksi yang ada 
sehingga belum efektif dalam menjalankan tugasnya. 
Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan 
kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. 
Tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit membutuhkan kompetensi 
(kualifikasi keahlian keuangan) yang baik. Komite audit dengan anggota yang 
memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih tinggi dan 
lebih sesuai akan secara nyata mampu untuk mengawasi kondisi operasional 
dan keuangan perusahaan sejak dini. Komite audit yang kompeten akan mampu 





acuan oleh manajemen untuk melakukan perbaikan hingga akhir periode 







Keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka meningkatkan 
kualitas laba perusahaan, karena hal ini akan berdampak untuk mengetahui 
apakah perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Pada saat 
ini adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penting dalam 
implementasi good corporate governance. Ada tiga factor yang dominan dan 
berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, 
yaitu, kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit, kerja sama manajemen 
dan kualitas (kompetensi) personil dari komite audit. 
Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang 
independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 
disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta menidentifikasi hal-hal 
yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain melakukan 
penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan dan menelaah 
mengenai independensi dan objektivitas akuntan publik.  
Perusahaan yang mengalami financial distress akan mengalami 
kegagalan membayar utang (debt default). Dan faktor-faktor yang menyebabkan 
kesulitan keuangan bagi perusahaan adalah antara lain kebijakan yang 
ditetapkan oleh perusahaan pada masa lalu dan kegagalan manajemen dalam 
mengambil tindakan atas masalah yang dihadapi, manajemen yang tidak efisien 
dan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan 
oleh pihak perusahaan. 
Komite audit yang efektif dapat meningkatkan efektifitas , tanggung 
jawab, keterbukaan dan objektifitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk 
memperbaiki mutu laporan keuangan dan menciptakan iklim disiplin dan adanya 
pengendalian yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-
penyelewengan serta meningkatkan kepercayaan public terhadap kelatakan dan 
objektivitas laporan keuangan. 
Komite audit dengan kompetensi yang baik dapat  perusahaan yang 
mengalami kesulitan keuangan, dengan perkataan lain bahwa kualitas laporan 
keuangan secara positif terkait dengan adanya anggota komite audit yang 
memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan. Selain itu, komite audit 
yang terdiri dari komisaris independen dan memiliki setidaknya satuanggota 
dengan keahlian akuntansi akan melakukan mekanisme pengawasan yang lebih 
tinggi seperti adanya pertemuan dengan internal auditor, mereview hasil audit 
internal serta meninjau interaksi antara manajemen dan internal auditor, hal ini 
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